
Menimbang

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR " TAHUN 2016

TENTANG

PERSYARATAN TEKNIS DAN TATA CARA PENGGUNAAN
JALAN KABUPATEN DAN/ATAU JALAN DESA UNTUK

PENGANGKUTAN HASIL TAMBANG BATUBARA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan
Daerah Kabupaten Ogan Komermg%lu Timur Nomoi 3 Tahun
2012 tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Kabupaten clan
Jalan Desa untuk angkutan Hasil Tambang Batubara, perlu
diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan
Komering Ulu Timur;

Menpingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
g g A.ara Pidana (Lembaran Negara Repubhk Indonesia

Tahun 1981 Nomor 76, Tarnbahan Lembaran Negara
Pepublik Indonesia Nomor 3209);

2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Ogan Komenng Ulu Timur,
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten
Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

3 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
132, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4444);

4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49o9);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lmtas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5231);



7. Undang-undang Nomor 23 Tahur. 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Pepublik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tarnbahan Lembaran
Negara Nomor 5587) sebagaimana telah cliubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Unclang-undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemenmar. Nomor 34 Tahun 2006 tentang
Jalan >Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 85. Tarnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 46551:

9. Peraturan Pemenntan Nomor 23 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan
Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 29, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5111); sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintan Nomor 24 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan
Batubara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 45, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5282);

10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5
Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Pertambangan Mineral dan Batubara. ( Lembaran Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 201 1 Nomor 5);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengaturan Penggunaan
Jalan Kabupaten dan Jalan Desa Untuk Angkutan Hasil
Tambang Batubara (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor
3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERSYARATAN TEKNIS
DAN TATA CARA PENGGUNAAN JALAN KABUPATEN
DAN/ATAU JALAN DESA UNTUK PENGANGKUTAN HASIL
TAMBANG BATUBARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten aclalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
2. Pemerintah Kabupaten aclalah Pemerintah Kabupaten Ogan homering Ulu

Timur; «^.

3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur;



4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan
Komering Ulu Timur;

6. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

7. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ulu Timur;

8. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga adalah Dinas Pekerjaan Urnum Bina
Marga Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

9. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Ogan Komering Ulu Timur;

10. Polisi Resort yang selanjutnya disebut POLRES aclalah Polis, Resort Ogan
Komering Ulu Timur

11. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan
Komering Ulu Timur;

12. Rekening Kas Umun Daerah adalah Rekening Kas Umum Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

13,Badan adalah sekumpulan orang clan/atau modal yang mei upakan
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Comanditer, Perseroan
Lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD) dengan nama clan dalam bentuk apapun, firma, kongsi
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi
massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan
bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif clan bentuk
usaha tetap;

14. Jalan adalah Prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian
jalan, termasuk bangunan pelengkap clan perlengkapannya yang
diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas
permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air serta di atas
permukaan air, keeuali jalan kereta api, jalan lori clan jalan kabel;

15. Jalan Kabupaten adalah merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan
jalan primer yang tidak termasuk dalam jalan nasional dan jalan provinsi,
yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan,
antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal,
an tar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan
sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten;

16. Jalan Desa adalah merupakan jalan umum yang menghubungkan
kawasan clan/atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan
lingkungan;

17. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan
batubara dari daerah tambang dan/atau tempa' pengolahan dan
pemurnian sampai tempat penyerahan.

IS. Kelebihan muatan adalah jumlah berat muatan mobil angkutan batubara ,
yang diangkut meiebihi yang diizinlcan. /



19. Denda adalah rhlai yang harus dibayar atas pelanggaran angkutan barang
yang membawa muatan lebih atau kelebihan muatan.

20. Mat Penimbangan adalah seperangkat alat untuk menimbang kendaraan
bermotcr yang dapat dipasang secara tetap (statis) atau alat yang dapat
dipindah-pindahkan yang digunakan untuk mengetahui berat kendaraan
berserta muatannya.

21.Jumlah Beiat yang diperbolehkaan aclalah berat maksimum kendaraan
bermotor berikut muatannya

a

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

.'ersyaratan teknis clan tata cara penggunaan jalan Kabupaten clan jalan
Desa untuk pengangkutan hasil tambang batubara dimaksudkan untuk
melindungi keselamatan pengemudi, pemakai jalan lain, muatan batubara
yang diangkut dan mobil angkutan batubara dengan mengutamakan azas
kepantingan umum dan kesaclaran hukum dalam berlalu lintas

b. Persyaratan teknis clan tata cara penggunaan jalan Kabupaten clan/atau
jalan Desa untuk pengangkutan hasil tambang batubara bertujuan untuk
mewujudkan kelancaran. ketertiban, kenyamanan berlalu lintas serta
menjaga kondisi jalan dari kerusakan yang disebabkan oleh pengangkutan
batubara yang melebihi muatan

D,

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup penyelenggaran persyaratan teknis dan tata cara penggunaan
jalan Kabupaten dan/atau jalan Desa untuk pengangkutan hasil tambang
batubara meliputi :

a. Ketentuan umum

b. Ruang Lingkup
c. Persyaratan Teknis dan Tata cara Penggunaan jalan Kabupaten dan/atau

jalan Desa untuk Pengangkutan batubara
(1) Jumlah Berat Beban yang diperbolehkan
(2) Tatacara Penggunaan Jalan Kabupaten dan/atau jalan Desa

- Izin Pengangkutan
- Alat Penimbangan dan Tatacara Penimbangan ,
- Pelanggaran Kelebihan Beban clan Sanksi ,**r '
- Penetapan Denda {/

d. Pengawasan Pengendalian clan Pemantauan
(1) Pengawasan

(2) Pengendalian clan Pemantauan

e Ketentuan Penutup.



BAB IV

PFRSYARATAN TEKNIS DAN TATA CARA PENGGUNAAN
mLlN^BUPATEN DAN /ATAU JALAN DESA UNTUK

PENGANGKUTAN HASIL TAMBANG BATUBARA

Bagian Kesatu
Persyaratan Teknis Penggunaan Jalan Kabupaten dan/atau Jalan Desa

Pasal 4

Jumlah Berat Beban Yang Diperbolehkan

adalah maksimum 10 Ton (sepuluh ton).

Bagian Kedua
Tata cara Penggunaan Jalan Kabupaten dan/atau jalan Desa

Pasal 5

Izin Pengangkutan

"I memiliki Izin Pengangkutan Hasil Tambang Batubara.

! ^riTrro^^rsra^ —; ,au mc„ntas*
: |;,l.,n Kabupaten dan/atau jalan desa
; 2 Fo.ocopy STNK, Buku Uji Berkala dan Ijin Usaha Angkutan
:• (3) Permohonan Izin Pengangkutan Hasil Tambang Batubara chajukan kepada

Dinas Perhubungan

I (4) Kepala Dinas Perhubungan MenerbUkan Sural Izin Pengangkutan Hasil
Tambang Batubara sebagaimana dimaksud ayat (3).

(5, Bentuk izin angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uMvantum
dalam contoh Lampiran II Peraturan mi.

(6) Masa berlaku Izin Angkutan Hasil Tambang Batubara selama 1 (satu)
bulan dan dapat diperpanjang kembah

Pasal 6

Alat Penimbangan

(1) Untuk menentukan berat muatan dapat d.gunakan Alat Penittangan
(2) Alat Pen,mb= se^ai™,. *«£«£^^Z~ !^Z



Pasal 7

Kelebihan Beban dan Biaya

m Kelebihan beban muatan sebagaimana dima'-.sud Pasal 4dikenakan biaya1 ^8^Rp.25.000/per-Ton(duapuluhHmanburuF.abpc. ton)
(2- Biaya kelebihan muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disctor kc
„^ro^yr^n^.^ntuan **™£%£* j^

(1) dikenakan sanksi sebagaimana yang diatJi d^%>*™ °* {.nt
SSf^SS^-nTaC==^UnSkutJ
Hasil Tambang Batuoara

Pasal 8

Penetapan Biaya
(1) Bupati menunjuk Pejabat untuk menetapkau jumlah biaya kelebihan berat

beban yang diperbolehkan
,0) Pejabat yang ditunnik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) me aporkan
Wumlah penerimaan biaya dan daftar pengenaan kepada Bupati melalui

Kepala Dinas Pendapatan Daerah setiap bulan paling lambat tanggal 3
bulan berikutnya.

» ~ • Kio.ro nflHfl Rekeninrg Kas Umum Daerah masuk pada(3 Penenmaan biaya pada KeKenmtb ^a
komponen penerimaan Iain-lain Pendapatan Asli Daerah yang oah.

(4) Bentuk formulir penetapan biaya ditetapkan sebagaimana tercantum
dalam contoh Lampiran III Peraturan ini

BAB V

PENGAWASAN PENGENDALIAN DAN PEMANTAUAN
Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 9

m Bunati menunjuk petugas dari unsur Dinas Perhubungan dan Satuan
{) PoHsfPamong Praja melaksanakan pengawasan terhadap pengangkutan

ha tambanl batubara yang melalui atau melintas di jalan Kabupaten
dan/atau jalan desa dibawah Koordinasi Dinas Perhubungan.

12) Petugas dari unsur Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja
[] vanR ditunhak, melaksanakan pengawasan terhadap pengangkutan has

[amiang batubara yang melalui atau melintas di jalan Kabupaten dan/atau
jalan desa selama 1x 24 Jam secara tenis menerus.

Bagian Kedua
Pengendalian dan Pemantauan &

Pasal 10

m Dalam rangka pengendalian dan pemantauan pelaksanaan P^awasan
() ^ap pengangkutan hasii tambang batubara yang melalui atau

meUntS dfjalan Kabupaten dan/atau jalan desa Bupati membentuk Tim
terpadu.

(2) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dan unsur
sebagai berikut :
1. Dinas Perhubungan

2. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
3. Satuan Polisi Pamong Praja
4. Unsur TNI



5. Pokes OKU TIMUR
6. Bagian Hukum Sekretanat Daerah

.3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan
pengendahan dan pemantauan serta melaksanakan evaluasi terhadap
pelaksanaan pengawasan pengangkutan hasil tambang batubara yang
melalui atau melintas di jalan Kabupaten dan/atau jalan desa secara
berkala

,4) Tim Terpadu yang melaksanakan pengendalian dan pcMnantauan
melaporkan hasil pengendalian dan pemantauan kepada Bupati ,cita
memborikan pcrtiinbangan sebagai bahan evaluas.

BAB VI

KETENTUAN FENUTUP
Pasal 11

Dengan benakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Ogan Komering.Ulu
Timur Nomor 21 Tahun 2012 tentang Persyaratan Ickms clan lata Ca.a
Pengangkutan Hasil Tambang Batubara Daerah Kabupaten Ogan Komering
Ulu Timur dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai
teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memenntahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Benta Daerah.

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 1^ Maret2016
I SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,

H. IDHAMTO

Ditetapkan di Martapura
?pada tanggal U Marct2016
'BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

MD

X

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN 2016 NOMOR \\



Nomor

Lampiran
Perihal

Lampiran I : Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Timur

Nomor : Tahun 2016

Tanggal : Maret2016

KOP PERUSAHAAN

1 (satu) Berkas
Permohonan Izin Angkutan
Hasil Tambang Batubara

Martapura,

Kepada :

Yth.Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten OKU TIMUR"
di -

MARTAPURA

Memperhatikan ketentuan pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati OKU

TIMUR Nomor .... Tahun 2016 tentang Persyaratan Teknis dan Tata

Cara Penggunaan Jalan Kabupaten dan atau Jalan Desa un uk

Pengangkutan Hasil Tambang Batubara, ciengan ini kami mcngajukan

Permohonan untuk memperoleh Izin Pengangkutan Hasil Tambang

Batubara.

Sebagai Persyaratan kami lampakan :

l.Jenis dan jumlah armada angkutan yang akan melalui atau
melintas di jalan Kabupoaten dan/atau jalan desa

2. Fotocopy STNK, Buku Uji Berkala dan Ijin Usaha Angkutan

Demikian permohonan ini, dengan harapan dapat dikabulkan dan

atas perhatian serta bantuan yang diberikan diucapkan terima kasih.

Pimpinan Perusahaan/Badan

laterai Rp.6000

(Nama Jelas)



Nomor

Lampiran
Perihal

Lampiran I : Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Timur
Nomor : Tahun 201b

Tan»L>al : Ma ret 2016

KOP PERUSAHAAN

1 (satu) Berkas
Permohonan Izin Angkutan
Hasil Tambang Batubara

Martapura,

Kepada :

Yth.Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten OKU TIMUR
di -

MARTAPURA

Memperhatikan ketentuan pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati OKU
TIMUR Nomor .... Tahun 2016 tentang Persyaratan Teknis dan Tata
Cara Penggunaan Jalan Kabupaten dan atau Jalan Desa untuk
Pengangkutan Hasil Tambang Batubara, dengan ini kami mcngajukan
Permohonan untuk memperoleh Izm Pengangkutan Hasil Tambang

Batubara.

Sebagai Persyaratan kami lampirkan :

l.Jems dan jumlah armacl a angkutan yang akan melalui atau
melintas di jalan Kabupaten clan/atau jalan desa

2. Fotocopy STNK, Buku Uji Bcrkala dan ljin Usaha Angkutan

Demikian permohonan mi, ciengan harapan dapat dikabulkan dan
atas perhatian serta bantuan yang dibenkan diucapkan terima kasih.

Pimpinan Perusahaan/Badan

Materai Rp.6000

(Nama Jelas)



Lampiran 11 :Keputusan Bupat, Ogan Komering Ulu T.mur
Nomor : Tahun 2016
Tan^al : Maret20 16

KOP DINAS

SURAnZINPE^^
NOMOR:

^ i onus tpntane Persyaratan Teknis danBerdasarkan Peraturan Bupati Nomor^ .lahu, 2C,1 enlang u>luk pt.ngangkut „
Tata Cara Penggunaan Jalan >*<^^' dar, pt/CV.... Nomor .. Penhal
Hasil Tambang Batubara dan SuralJ™°™ Batubara, dengan in. d.benkan

Kabupaten kepada :

NAMA ""_ ."" _v/pT
• Pimpinan C V/ r J

JABATAN

ALAMAT

JEN1S KENDARAAN ANGKUTAN :
JALAN YANG DILALUI ;
DATA CAN JUMLAH KENDARAAN :TERLAMPIR

s/cl
MASA BERLAKU IZIN

Dengan Ketentuan sebagai berikut : ,(,,m,irin urnurn sehubungan

a,an Kabupaten dan/a,au ja.an De,a lerscbu, pel„ndang,undangan
2 Pemohon waj.b men.atuh. segala ketentuan pe.aUuan pen,

berlalulintas dijalan umum yang be.laku ^ kcrdaraan

3- ^ZSanrbaatTES-SST-^W*-"

Nomor Tahun 2016 '^^"^ ^/r^a untuk Pcngangkt.tan Has.1
Penggunaan Jalan Kabupaten dan atau
Tambang Batubara , .| ,nl , I l'-aa| liulan ilan

Dikeluarkan di : Martapura

kepalI'd'nas PERHUBUNGAN OKU TIMUR,

NIP.



Lampiran II : Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Tunur
Nomor : Tahun 2016
Tanggal : Maret2016

KOP DINAS

SURAT IZIN PENGANGKUTAN HASIL TAMBANG BATUBARA
NOMOR :

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2016 tentang Persyaratan Teknis dan
Tata Cara Penggunaan Jalan Kabupaten clan atau Jalan Desa untuk Pengangkutan
Hasil Tambang Batubcira dan Sural Permohonan dan PT/CV.... Nomor .... Perihal
Permohonan Izm untuk Pengangkutan Hasil Tambang Batubara, dengan ini dibenkan
izin iVngangkulan Hasil Tambang Batubara untuk melintas atau melalui Jalan
Kabupaten kepada :

KAMA

JABATAN

ALAMAT

JEWS KENDARAAN ANGKUTAN

JALAN YANG DILALUI

DATA DAN JUMLAH KENDARAAN

MASA BERLAKU IZIN

Pimpman CV/PT.

TERLAMPIR

.s/cl.

Dengan Ketentuan sebagai berikut :
1 Pemohon bertanggung jawab atas keselainatan dan keamanan umum sehubungan

dengan kendaraan angkutan hasil tambang batubara yang melintas atau melalui
jalan Kabupaten dan/atau jalan Desa tersebut.

2. Pemohon wajib mematuhi segala ketentuan peraturan perundangmndangan
berlalulintas dijalan umum yang berlaku.

3 Pemohon dilarang mengganggu kelanearan lain lintas pada saat kendaraan
angkutan hasil tambang batubara melintas atau melalui jalan Kabupaten dan/atau
jalan Desa tersebut.

4 Pemohon wajib mematuhi ketentuan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur
Nomor Tahun 2016 tentang tentang Persyaratan ''Tknis dan Tata Cara
Penggunaan Jalan Kabupaten dan atau Jalan Desa untuk Pengangkutan ilas.l
Tambang Batubara

5 izm Pengangkutan has.l tambang oatubara berlaku selama 1 (satu) Bulan dan
dapat diperpanjang kembali sesuai dengan peraturan dan proseduryang be -laku.

6. Bila tidak dilakukan perpanjangan izm, maka kendaraan angkulan Lersebut
dilarang melintas dijalan Kabupaten dan/atau Jalan Desa.

Dikeluarkan di : Martapura

Pada tanggal :
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN OKU TIMUR,

NIP.



iran III : Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Timur
.amp

Tahun 2016

Maret 2016
Nomor

Tanggal

""PEMERINTAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU TIMUR

DINAS PERHUBUNGAN
Jl Mcrdeka Jatirahayu Timur No.

Tclp/Fax(0735)
MARTAPURA ___._

SURAT KETETAPAN KELEBIHAN
BEBAN MUATAN ANGKUTAN

BATURABARA

NO

NAMA PEM1L1K
A LAM AT
NOPOL KENDARAAN
JENIS YANG D1ANGKUT
SURAT IZIN
PENGANGKUTAN NCMOR

i j enTsTbIara n g
| ANGKUTAN j

JUMLAH MUATAN

BATUBARA
Berat Riil Muatan

Berat Beban Angkutan yang
diperbolehkan
Berat Riil Muatan dikurangi
beban yang diperbolehkan
Selisih JBB clikurangai Berat
Beban yang Diperbolahkan
(Kelebihan Muatan)

10

1 on

Ton

Ton

Ton

Jumlah Sanks. a. Denda Keleb.han Muatan per
ion Rp. 25.000.-

b. Kelebihan Muatan : 'Ion
c. (R[). 25.000 x! ) =

Junilah Kesclui ilhan

Dengan Huruf:

No Urut

Perhatiail : /-V^-natd «Pofrali i:,U>upuh'n OKU IV.'UK

b. P^eron „dead, d,an!igap -" <*«""<' ""«" »«"""'."'*"" »"«' h"_™ !""__[
Boiik.' nend(ih(i'^£<_ilLl}l'Jl(lll'-' T

Manapura,
IVjabat P-netapan Kelebihan Muatan



Lampiran III : Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Timur
Nomor : Tahun 2016

Tanggal : Maret2016

"PEMERINTAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU TIMUR

DINAS PERHUBUNGAN
J' Merdeka Jatirahayu Timur No.

Telp/Fax (0735)

MARTAPURA

SURAT KETETAPAN KELEBIHAN

BEBAN MUATAN ANGKUTAN
BATURABARA

NAM A PEMILIK

ALAMAT

NOPOL KENDARAAN

JENIS YANG DIANGKUT

SURAT IZIN

PENGANGKUTAN NOMOR

NO
JENIS BARANG

ANGKUTAN

BATUBARA

Dengan 1hirut

JUMLAH MUATAN

Berat Riil Muatan

Berat Beban Angkutan yang
diperbolehkan

Berat Riil Muatan dikurangi
beban yang diperbolehkan

Selisih JBB dikurangai Berat
Beban yang Diperbolahkan
(Kelebihan Muatan)

10

Ton

Ton

Ton

Ton

Junilah Sanksi a. Denda Kelebihan Muatan per
ton Rp. 25.000, •

p. Kelebihan Muatan : Ton

c. (Rp. 25.000 _x_.._.....] :__

Junilah Keseluruhan

No Unit

Perhatian :
a. Harap Per.yetoran dikikukai. pada Bank/Bendaham Pcwnnm Du-ms Pendapatan Daerah Kabupaten OKU TIMUR
b. Penyetoran denda dmnpyap sal, apalxla telah mendapalka:, Irak!, Iu„a< yang dttandatanyara utau durdtdas; uleh

Bank/Bcndaharuwan Peneruna

Martapura,
Pejabat Penetapan Kelebihan Muatan



Lampiran III Keputusan Bupati Ogaii Komering Ulu Timur

Nomor : Tahun 2016

Tanggal : Maret2016

PEMERINTAH KABUPATEN

OGAN KOMERING ULU TIMUR

DINAS PERHUBUNGAN

,J1. Merdeka Jat.rahavu Timur No

T-lp/Fax (0735) .."
MARTAPURA

SURAT KETETAPAN KELEBIHAN

BEBAN MUATAN ANGKUTAN

BATURABARA

NAMA PEMILIK

ALAMAT

NOPOL KENDARAAN

JENIS YANG DIANGKUT

SURAT IZIN

PENGANGKUTAN NOMOR

NO
JENIS BARANG

ANGKUTAN

Dengan Huruf

IUMLAH MUATAN

Berat Riil Muatan

Berat Beban Angkutan yang
diperbolehkan

Berat Riil Muatan dikurangi
beban yang diperbolehkan

Selisih JBB dikurangi Berat
Beban yang Diperbolahkan
(Kelebihan Muatan)

Junilah Sanksi a. Denda Kelebihan Muatan per
ton Rp. 25.000,-

b. Kelebihan Muatan : Ton

c. (Rp. 25.000 x ) =

Jumlah Keseluruhan

Perhatian :

a. Harap Penyetoran dilakukan pada Bank/Bendahara Penenma Dmas Perhubungan Kabupaten OKU TIMUR
b. Penyetoran denda dianggap sah apabila telah mendapalkan bukti lunas yang ditandatangam atau divalidasi oleh

Bank/'Bendaharawan Penerirna

Martapura,
Pejabat Penetapan Kelebihan Muatan

NIP.


